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TENTANG

PENETAPAN TARIF
PEMULASARAN JENAZAH COVID-19
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang Toa bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan
Jenazah COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad
Zein Painan, maka dipandang perlu menyediakan pelayanan
Pemulasaran Jenazah COVID-19 di Rumah Sakit Umum Dazcrah Dr.
Muhammad Zein Painan;

b. bahwa untuk menyelenggarakan jenazah COVID-19 memerlukan biaya
meliputi biaya sarana dan biaya jasa penyelenggaraan yang harus
dituangkan dalam bentuk tarif Pemulasaran Jenazah COVID-19:

c. bahwa untuk menetapkan biaya sarana dan biaya jasa penyelenggaraan

Jenazah COVID-19 di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti yang
[ dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
| Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat N B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinst Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23)
Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor & Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Neeara
Republik Indonesia Nomor 3890); N

29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas darnt Korupsi, Kolusi dan Nepotismes \Lembﬁmn
Negara Republik  [ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentany Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 'tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran’ Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

Keputusan ~ Menteri  Keschatan  Republik  Indonesia  Nomor
HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk  Teknis Klaim
Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No | Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Dacrah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Z¢in Painan.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan Tarif Pemulasaran Jenazah
Muhammad Zein Painan dengan rincian :

COVID-19 di RSUD Dr

[ Desinfektan Mobil Jenazah

[T‘Io ‘ Kriteria ‘Besaran :
1. ; Pemulasaran Jenazah ! 550.006751
2, i Kantong Jenazah lOO.C’OOj;
% Peti Jenazah 1.750.0G0 i
4, Plastik Erat * 260.0‘3‘04;
5 Desinfektan Jenazah 100.0G0 (

6 Transport Mobil Jenazah 500.000 o
100.000 ‘

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Kketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini,
maka akan diperbaiki kembalj sebagaimana mestinya.

——

_—l \
RSUD fasan et *

PAINA
R SEVPe o

———

/s!

Nn~~7{ -

|
|

—

Dipindai dengan CamScanner



